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ABSTRACT

Inmates in the legal status of a person guilty (evil) for the actions he did. Past mistakes do not make people prisoners about stamps (stigma) nasty to him. Therefore they should not lose contact with the people that feel the same as people and not experience keminderan in the mix pidananya.hal later after a period of what is called the assimilation or integration of prisoners into society. Based on the purpose of sentencing that this is a case of the state through legislation seeks to accommodate the integration efforts of inmates into the community environment. Some rules are considered to be very influential in the assimilation of prisoners is Law No. 12 Year 1995 on Penal and Government Regulation No. 31 Year 1999 About Coaching and Mentoring correctional inmates. Based on the above reasons, then the problem can be formulated as follows: first, how the implementation of coaching prisoners in the assimilation stage at the Detention Class II A Samarinda? second, whether the constraints in the implementation of the assimilation of inmates at the Detention Class II A Samarinda and efforts to overcome it? third, whether it is effective or not the implementation of Assimilation in State Prison Class II A Samarinda?
From the research and discussion of some conclusions are obtained: the first implementation of assimilation at the Detention Class II A form of assimilation Samarinda generally work with a third party, the second, the many obstacles encountered, thus hampering the smooth assimilation programs and the efforts made by the parties Detention Class II A Samarinda in pelancaran assimilation program is quite good although unfettered flexibility in its implementation on the existing legal framework, only the results of these efforts are still not visible factually. Third, the implementation of Assimilation in the Detention Class II A has been effective Samarinda, where a PLT after diteima can freely fully in society.
BAB I

A. Pengertian Pemasyarakatan dan Pembinaan Narapidana. 
Orang-orang yang melakukan tindak pidana dan melanggar aturan pidana di dalam negara hukum, maka dia akan dijatuhi hukuman kalau memang terbukti melakukan kesalahan dan ada aturan yang mengaturnya. Istilah ”hukuman” yang mereka terima berasal dari kata ”straf” dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”Wordt gestraf”. Hukuman yang mereka terima tersebut merupakan ganjaran dari perbuatan yang telah mereka lakukan, melalui proses-proses peradilan yang kemudian dijatuhi vonis oleh hakim. Ada beberapa instrumen utama yang biasa dijadikan pedoman kuat untuk menghukum pihak terpidana yang diduga terlibat pada berbagai kasus yang telah diputuskan bersalah, salah satunya adalah pidana penjara. Pemidanaan pada hakikatnya adalah mengasingkan narapidana dari lingkungan masyarakat serta sebagai salah satu upaya penjeraan. 

Masalah pemidanaan terutama pidana penjara ini telah berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dari abad ke abad dan keberadaannya telah banyak diperdebatkan oleh para ahli. 
Dimana dalam perdebatan itu, tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Kita lihat pendapat dari Hulsman, dia mengatakan bahwa hakikat pidana adalah ”menyerukan untuk tertib”. Selanjutnya dia mengatakan hakikat pidana mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik. 

Begitu juga GP Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu penjeraan. Dia melihat secara empiris bahwa pidana merupakan susatu proses waktu. Dimana proses itu dimulai dari penahanan sampai vonis dijatuhkan hakim itu sudah merupakan pidana.
Mardjono Reksodiputro mengatakan,”menjalani pidana bukan untuk mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia”. Karena itu perlindungan yang diberikan KUHAP (UU RI No.8 Tahun 1981) terhadap harkat dan martabat manusia, tetap mengikat terpidana juga ke dalam penjara. 

Sehubungan perlindungan hak-hak narapidana ini, di Indonesia hal itupun dijamin di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, yang memberikan jaminan akan perlindungan seperti ini pada pasal 29 ayat (1): ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya,”.Sedangkan ayat (2) menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja dia berada.” Memahami Pasal 29 tersebut, jelas bahwa narapidana sebagai ciptaan Tuhan sama seperti yang lainnya. Walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya harus dilindungi walaupun di dalam penjara.

Sejarah perkembangan hukum Islam, dapat dilihat bahwa jenis pidana penjara telah dipraktekkan sejak masa Nabi Muhammad S.A.W. para sahabat dan generasi penerusnya. Sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam yang intinya untuk memelihara agama (hifz al-din), memelihara akal (hifz al-aql), memelihara jiwa (hifz al-ruh) da memelihara harta (hifz al-mal), serta memelihara keturunan agar pelaku tindak pidana mendapat pelajaran, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan kembali menjadi manusia yang baik. Konsep ini sejalan dengan konsep taubat. Menurut ajaran Islam taubat merupakan satu-satunya cara bagi manusia untuk membersihkan diri dari berbagai bentuk kesalahan dan dosa dan melepaskannya dari kecemasan yang mengguncangkan jiwa. 

Taubat dalam pandangan Islam harus dilakukan segera dan diiringi dengan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan- kesalahan yang telah diperbuat. Kesungguhan dalam bertaubat harus dibuktikan dalam bentuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Essensi taubat dalam konsep hukum Islam yang terkait dengan pemidanaan penjara, sejalan dengan konsep pemidanaan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.
Sistem peradilan di Indonesia setelah hakim menjatuhkan vonisnya, maka pelaksanaan putusan hakim tersebut yang berupa putusan hukuman penjara, dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara. Karena pada saat kita membicarakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, kita tidak hanya tertuju pada lembaga pengadilan saja, tetapi semua lembaga yang memiliki kekuasaan di bidang penegakkan hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan atau penetapan hakim tersebut. 

Rumah Tahanan Negara di Indonesia dalam perjalannya mempunyai sejarah yang cukup panjang. Dinamika lembaga ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana sistem hukum yang mensyaratkan sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam suatu masyarakat terhadap mereka yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Perkembangan Rumah Tahahanan Negara ternyata berkaitan erat dengan kondisi politik hukum yang terjadi di Indonesia.
Setelah merdeka tahun 1945, semua penjara dikuasai oleh Republik Indonesia. Menteri Kehakiman RI yang ketika itu dijabat oleh Prof. Mr. DR. Soepomo mengeluarkan Surat Edaran Nomor. G. 8/ 588 tentang Kepenjaraan yang memuat beberapa pokok aturan diantaranya: bahwa yang pertama-tama harus diperhatikan dan diusahakan ialah kesehatan orang-orang terpenjara. 
Pekerjaan bagi orang-orang terpenjara harus diperhatikan antara lain sebagai sarana memperbaiki tabiatnya, perhatian khusus diminta untuk usaha-usaha di bidang pertanian guna mencukupi makanan orang-orang terpenjara. Perlakuan terhadap orang-orang terpenjara selalu mengingat perikemnausiaan dan keadilan, tanpa pandang bulu apakah Indonesia, Eropa, Tionghoa dan lain-lain.

Dalam sejarah kepenjaraan Indonesia periode Republik Indonesia Serikat terkenal dengan adanya ”penjara-penjara darurat”. Pada tanggal 26 Maret 1962, Nomor J.H.8.6/ 71 tentang Pendidikan Narapidana yang antara lain memuat arah pimpinan kepenjaraanyang telah ditetapkan oleh Sahardjo yang menjabat Menteri Kehakiman pada waktu itu, mengatakan pemasayarakatan narapidana dalam arti periode ini mempersiapkan diri lahir atau bathin untuk kembali ke masyarakat.

Pada tanggal 20 s/d 22 Maret 1975 dlaksanakan Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan. Lokakarya tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya sebagai landasan struktural yang dapat dijadikan dasar bagi segi-segi operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Lokakarya ini berhasil membuahkan kerangka dasar manual pembinaan bagi narapidan, sebagai langkah untuk menyempurnakan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. 

Salah satu langkah yang konkrit yang patut dicatat dan yang terjadi pada permulaan periode ini ialah penyusunan manual-manual yang diperlukan dalam rangka realisasi perlakuan terpidana, berdasarka konsep pemasyarakatan.  Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Narapidana Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 

Rutan / Lapas merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana terpadu yang kegiatannya untuk melakukan pembinaan narapidana di dalam RUTAN, dengan cara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Didalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu ini sangat tampak keterkaitan dari tiap sub sistem meskipun tiap-tiap sub sistem mempunyai aturan yaitus undang-undang dan struktur organisasi sendiri-sendiri, namun dalam penyelesaian perkara pidana merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dari mulai penangkapan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan sampai akhirnya terpidana dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Terpidana yang dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan Narapidana. Seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan : Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap .Sementara menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rutan / Lapas.
Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan mendapatkan pembinaan sebagai bekal untuk mereka pada saat akan kembali kemasyarakat. Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, sebagai sebuah sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Pengecatan mobil, berbagai kerajinan tangan, pengolahan rotan, dan keahlian mengolah kayu. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan yaitu dengan diberikannya hak kepada narapidana untuk memperoleh cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, cuti menengok keluarga, cuti alasan penting, asimilasi dengan persyaratan yang telah ditentukan. 

Faktor penghambat dalam membina narapidana adalah antusias warga binaan yang masih rendah untuk mengikuti program pembinaan, over capasity/terlalu penuhnya warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengakibatkan pembinaan kurang intensif. Upaya mengatasi hambatan dalam program pembinaan adalah memberi motivasi terhadap narapidana untuk lebih antusias dalam menjalani program pembinaan, memberikan tindak lanjut terhadap pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kepada mantan narapidana agar tidak mengulangi tindak kejahatan.
B. Tujuan Pemasyarakatan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan. 
Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana yang memandang narapidana sesuai dengan fitrahnya baik selaku pribadi, anggota masyarakat maupun mahluk Tuhan menempatkan narapidana bukan semata-mata sebagai alat produksi. 

Sistem pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana memandang pekerjaan bagi narapidana bukan semata-mata dimaksudkan untuk tujuankomersial yang bersifat profit oriented namun lebih dimaksudkan sebagai media bagi narapidana untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat melalui kegiatan-kegiatan bimbingan kerja yang bermanfaat sehingga baik selama maupun setelah menjalani pidana dapat berperan utuh sebagaimana layaknya anggota masyarakat lainnya. 

Arti penting Rumah Tahanan tersebut belum dapat diimbangi dengan kinerja Rumah Tahanan secara optimal, hal itu terlihat dengan masih banyaknya narapidana sebagai penghuni RUTAN yang tidak bekerja dan masih banyak pula narapidana yang sama sekali tidak memiliki ketrampilan kerja, atau dengan kata lain masih banyak di jumpai narapidana yang menganggur dan menjadi pengangguran. Sejalan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di RUTAN sebagai usaha rasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

 Maka upaya peningkatan kualitas profesionalisme/ketrampilan dan kemandirian adalah merupakan suatu media dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial narapidana yaitu pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun mahluk Tuhan.
Sistem pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan ”penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Untuk Indonesia perubahan lembaga penjara ke Rutan/Lembaga Pemasyarakatan sudah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Undang-Undang ini merupakan landasan yuridis dari perubahan lembaga tersebut. Perubahan ini terjadi karena sesuai dengan tuntutan perubahan jaman dan tuntutan hak asasi manusia.

Namun pada pelaksanaannya tujuan pemasyarakatan tidak dipahami benar oleh penegak hukum seperti pihak kejaksaan dan bahkan hakim. Mereka masih memandang tujuan dari penempatan seseorang di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut sebagai sebuah pembalasan. Hal ini bisa kita ketahui dari pertimbangan-pertimbangan tentang pidana yang perlu dijatuhkan bagi terdakwa di dalam putusan-putusan dari beberapa majelis hakim, dimana mereka berbicara tentang perlunya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. 

Tapi tidak semua para sarjana sependapat dengan pernyataan tersebut seperti yang diuraikan di atas. Tujuan pemasyarakatan itu tidak akan tercapai dengan efektif dan efisien apabila masih terdapat pandangan yang berbeda mengenai hakikat pemidanaan, khususnya mengenai hakikat penempatan orang di dalam RUTAN. Timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi warga negara yang baik pada sebagian para narapidana tidak ditentukan oleh lamanya mereka harus ditutup dalam Rumah Tahanan dan bantuan dari masyarakat yang mulai menyadari bahwa narapidana perlu disembuhkan dan bukan untuk diberikan semacam penderitaan dan tidak untuk diasingkan dari masyarakat. 

Rumah Tahanan Negara selain punya tujuan, juga ada fungsinya seperti yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan juga bahwa sistem pemasyarakatan juga berfungsi menyiapkan narapidana pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pada Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pembinaan masyarakat dilaksanakan berdasar asas :
a. Pengayoman, yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar men jadi warga yang berguna di dalam masyarakat. 

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan. Yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatantanpa membeda-bedakan orang. 

c. Pendidikan dan pembimbingan. Yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. 

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia. Yang dimaksud dengan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat, Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia. 

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Rumah Tahanan untuk jangka waktu tertentu sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi, dan 

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu dalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Rumah Tahanan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Rumah Tahanan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga program cuti mengunjungi keluarga. 

Pemasyarakatan secara filosofisnya adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis Retributif (pembalasan), Detterence (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat derita, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 

Presiden dalam amanatnya menegaskan bahwa dengan menyadari setiap manusia adalah makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam sistem pemasyarakatan Indonesia para narapidana diintegrasikaan dengan masyarakat dan diikutsertakan dalam pembangunan ekonomi negara secara aktif. Diranah filosofis, Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Ditegaskan dalam pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan, bahwa setiap narapidana memiliki hak sebagai berikut :

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 

b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani, maupun jasmani; 

c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

e. menyampaikan keluhann-keluhan; 

f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; 

g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 

j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;  

k. mendapatkan pembebasan bersyarat; 

l. mendapatkan cuti menjelang bebas; 

m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pelaksanaan pembimbingan, pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pun dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas pemasyarakatan. Dengan demikian pelaksanaan pemasyarakatan menuntut profesional sumber daya manusia yang akan memahami dengan baik tujuan pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, didalam melaksanaan pembinaan dan pembimbingan, juga diperlukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait serta Lembaga Pemasyarakatan untuk menunjang efektifitas. 

Terkait dengan sejumlah perkembangan dalam pembangunan hukum di Indonesia dewasa ini, khususnya dalam konteks Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka ke depannnya posisi sistem pemasyarakatan akan semakin penting. Reinegrasi sosial yang menjadi dasar filosofi sistem pemasyarakatan secara eksplisit telah menjadi bagian dari rencana nasional dalam pembaharuan KUHP.

Sistem pemasyarakatan pada dasarnya merupakan criminal policy (kebijakan kriminal) yang menjadi salah satu bagian dari sosial management sistem (sistem manajemen sosial) Secara umum, manajemen sosial yanng dilakukan melalui sistem pemasyarakatnn ini dapat dibedakan menjadi kebijakan pemenjaraan dan non pemenjaraan. 

Kebijakan non pemenjaraan, atau yang disebut deinstitusionalisasi, merupakan salah satu isu utama dalam sistem pemasyarakatan dewasa ini, baik yang dilakukan oleh internal sistem pemasyarakatan maupun yang terkait dengan fungsi sub-sub sistem peradilan lainnya.
Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya juga bagi terwujudnya pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tentang sejauh mana hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut : 

a. Isi Rumah Tahanan Negara lebih rendah daripada kapasitasnya; 

b. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan keamanan dan ketertiban; 

c. Meningkatkan secara bertahap jummlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi; 

d. Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis; 

e. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis atau golongan narapidana; 

f. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaannya adalah 70:30; 

g. Persentase kematian dan sakit dari narapidana pemasyarakatan sama dengan persentase di masyarakat; 

h. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya; 

i. RUTAN dalam kondisi bersih dan terpelihara; dan 

j. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggammbarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Rumah Tahanan Negara dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam RUTAN 

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu. 
Secara umum narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua, tetapi kita tidak dapat menyamakan begitu saja. Karena menurut hukum, ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Narapidana adalah orang yang tengah menjalani pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda atau pidana percobaan. Yang jelas pada umumnya orang hanya menyebut narapidana bagi mereka yang sedang menjalani pidana penjara. 

Orang yang sedang menjalani pidana penjara, sangat perlu dilakukan pembinaan. Dilakukannya pembinaan terhadap narapidana walaupun narapidana yang satu dengan yang lain tidak bisa disamakan, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi dengan cara melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini dilakukan supaya narapidana bisa menyadari kesalahan yang dia buat dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi.
C. Syarat-syarat Asimilasi Narapidana 
Pemberian asimilasi kepada narapidana tidak diberikan begitu saja. Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi supaya asimilasi bisa diberikan. Persyaratan asimilasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, dalam Bab II, mulai Pasal 5 sampai Pasal 7. 

Pasal 5 menyatakan : Narapidana atau anak didik Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi, pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan anak pidana adalah : 

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana, 

2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif, 

3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat, 

4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, 

5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk : 

a. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; 

b. Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan 

c. Cuti bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, 

6. Masa pidana yang telah dijalani untuk : 

a. Asimilasi, ½ (setengah) dari masa pidananya; 

b. Pembebasan bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan;

c. Cuti menjelang bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama enam bulan;

d. Cuti bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama tiga bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru selama di luar Lembaga Pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana. 

Sementara persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh anak negara adalah : 

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan, 

2. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif, 

2. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat, 

3. Masyarakat dapat menerima program pembinaan anak negara yang bersangkutan, 

4. Berkelakuan baik, 

5. Masa pendidikan yang telah dijalani di Lembaga Pemasyarakatan anak untuk : 

a. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; 

b. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya satu tahun. 

Persyaratan substantif ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1 ) dan ( 2). Sedangkan persyartan administratifnya diatur dalam Pasal 7 dari butir a sampai butir g. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh narapidana atau anak didik permasyarakatan adalah : 

a. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis), 

b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana yang dibuat oleh wali pemasyarakatan;

c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan, 

d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau kepala Rutan.

e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala RUTAN, 

f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan anak didik pemasyarkatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnyaa Lurah atau Kepala Desa. 

g. Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan : 

1. Surat jaminan dari Kedutaan besar/konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa narpidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat; 

2. Surat keterangan dari Kepala kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan 

Tata cara pemberian Asimilasi, pembebasan bersayarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat ada pada Menteri Hukum dan HAM, seperti yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Sedang tata cara pemberian asimilasi diatur dalam Pasal 11 butir b, menyatakan : Untuk asimilasi, apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan menyetujui usul Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan atau TPP Rutan, selanjutnya menerbitkan keputusan asimilasi. Penandatanganan keputusan tersebut untuk asimilasi ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutanatas nama Menteri Hukum dan HAM seperti yang diatur dalam Pasal 12 butir a Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Dalam Pasal 13 disebutkan :

1. Lamanya narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjalankan asimilasi diluar Lembaga Pemasyarakatan atau RUTAN ditentukan sebagai berikut: 

a. Untuk kegiatan pendidikan, bimbingan kerja dan latihan keterampilan disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan secara efektif ditempat kegiatan, 

b. Untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga atau kerja mandiri disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan ditempat kerja paling lama 9 (sembilan) jam sehari termasuk waktu perjalanan. 

2. Selama menjalani proses asimilasi tanggung jawab keamanan ada pada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala RUTAN.

Dalam hal pelaksanan asimilasi memerlukan kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan atau RUTAN dan pihak ketiga, maka kerjasama tersebut harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala RUTAN dan pihak ketiga yang memberikan pekerjaan pada narapidana, seperti yang diatur dalam Pasal 14. Sedangkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk upah yang akan diterima narapidana. Perjanjian kerjasama ini diatur dalam Pasal 15.

BAB II
A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Praktek Tahap Asimilasi di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Samarinda 
 Pada saat hakim telah menjatuhkan vonis kepada seorang narapidana, maka hak-haknya sebagai warga Negara akan dibatasi. Sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, yang dikatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rumah Tahanan Negara. Meskipun narapidana itu kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap narapidana selama menjalankan pidana mereka berhak untuk :
1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar 

2. Memperoleh remisi 

3. Memperoleh cuti 

4. Memperoleh asimilasi 

5. Memperoleh lepas bersyarat 

Dari hak-hak diatas, maka yang akan peneliti uraikan adalah tentang asimilasi. Asimilasi ini sebenarnya disetiap RUTAN/Lembaga Pemasyarakatan itu ada. Sebagai contoh, dulu Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang ada rumah kebun . Di kebun itu mereka bekerja, setelah bekerja mereka tidak kembali ke selnya, tetapi mereka tinggal di rumah kebun itu yang memang sengaja dibangun bagi mereka yang sampai pada tahap asimilasi.Tapi lama kelamaan rumah kebun itu tidak ada lagi, karena mulai dibangun untuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan, untuk menampung narapidana-narapidana yang sudah mendapat vonis hakim. Karena bangunan lama sudah over kapasitas, walaupun sekarang kita bisa lihat itu masih over kapasitas. Karena secara umumnya masih berlaku aturan untuk Lembaga Pemasyarakatan-Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Tapi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor M.2,PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Peraturan Menteri ini tidak menjelaskan apa syarat bagi narapidana untuk bisa ditempatkan di RUTAN/Lembaga Pemasyarakatan, tapi hanya menyebutkan seorang narapidana atau anak didik dapat diberikan asimilasi apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.
Syarat substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak pidana adalah sebagai berikut : 

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana; 

2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif; 

3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat; 

4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana di masyarakat. 

5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir 

6. Masa pidana yang telah dijalani adalah ½ (setengah) dari masa pidananya. 

Setelah narapidana yang dibina di Rumah Tahanan Negara ini, maka disini mereka melalui tahapan yang dikenal dengan tahapan asimilasi. Di Rumah Tahanan ini ada beberapa tahapan lagi yang akan mereka lalui, seperti tahapan pertama dikenal sebagai tahapan orientasi . Dalam tahapan ini mereka melalui orientasi pengenalan diri mereka dan lingkungan di Rumah Tahanan minimal selama satu minggu. Mereka juga bisa bekerja di sekitar kawasan Rumah Tahanan. Pada tahap kedua mereka bisa melakukan kegiatan di luar Rumah Tahanan, seperti bekerja dipihak ketiga, dan secara tidak langsung dapat bersosialisasi dengan masyarakatdi luar Rumah Tahanan.

Di Rumah Tahanan ini, untuk bekerja di pihak ketiga, belum tentu semua narapidana yang bisa mendapatkannya. Karena untuk mereka bisa bekerja, maka ada langkah-langkah yang harus ditempuh sesuai aturan yang berlaku, seperti yang akan peneliti uraikan yang didapat dari hasil penelitian dilapangan dan hasil wawancara dengan petugas yang berwenang menangani hal tersebut.

Langkah-langkah seorang napi untuk bisa bekerja dalam tahap asimilasi: 
a. Harus ada orang sebagai penjamin dia bekerja (orang yang datang minta kepada RUTAN) 

b. Penjamin ini lalu melengkapi surat-surat yang sesuai prosedur; seperti harus membuat surat permohonan untuk mempekerjakan napi, yang dilampiri juga KTPnya, KKnya, Surat ijin usahanya. 

c. Kesepakatan dalam kontrak pekerjaan, dimana isinya antara lain, pihak penjamin mau bertanggung jawab sepenuhnya terhadap narapidana, terutama dalam hal kesejahteraan. 

d. Kalau itu semua sudah selesai, maka pihak Rumah Tahanan membundel berkasnya untuk dibawa ke BAPAS dan dilitmas ntuk melakukan penelitian terhadap pengajuan ijin bekerja narapidana ini. 

e. Kalau dianggap oleh BAPAS sudah memnuhi ketentuan , lalu BAPAS memberikan laporan ke Rumah Tahanan untuk ditindaklanjuti lagi.

f. Kemudian dengan laporan dari BAPAS tersebut, maka pihak Rumah Tahanan membuat surat ke Kanwil untuk mendapatkan ijin. Kalau surat ijinnya sudah diturunkan dari Kanwil, maka

g. Kepala Rumah Tahanan menerbitkan surat keputusan ijin bekerja narapidana tersebut. 

Setelah SK itu turun, maka narapidana ini akan diantarkan petugas Rumah Tahanan ket empat mereka bekerja untuk tahap awal , tapi untuk seterusnya mereka pergi dan pulang sendiri. Jadwal mereka bekerja mulai dari jam 07.00 pagi sampai jam 17.00 Wib, selama mereka bekerja diluar pada saat pembinaan dalam tahap asimilasi ini, maka pengawasan yang dilakukan komunikasi lewat HP antara petugas Rumah Tahanan dengan Narapidana dan orang penjaminnya. Kemudian juga dilakukan pengecekan oleh pihak Rumah Tahanan dan pihak BAPAS.

B. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Dan Upaya Untuk Mengatasinya. 
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap asimilasi di Rumah Tahanan Kelas II A ini, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tapi pada saat pelaksanaan masih ada kendala-kendala yang dialami baik oleh petugas Rumah Tahanan, Narapidana itu sendiri. Pelaksanaan asimilasi ini menurut Kepala Rumah Tahanan Klas II A Samarinda secara birokrasi sangat panjang sekali.

Setelah narapidana berada di Rumah Tahanan seharusnya yang bertanggung jawab itu adalah petugas Rumah Tahanan. Tapi dalam pelaksanaannya selalu ada dua kegiatan yang sama dilakukan oleh dua instansi yang berbeda. Contohnya pada saat narapidana bekerja pada pihak ketiga, sebelumnya harus ada penelitian dari Bapas. Tapi petugas Rumah Tahanan juga melakukan peninjauan juga. Ini menurut petugas Rumah Tahanan kurang efisien. Padahal Rumah Tahanan sudah pernah mengajukan supaya penelitian untuk narapidana dalam tahap asimilasi ini dilakukan oleh petugas Rumah Tahanan Negara saja supaya tidak dua kali kerja dan menempuh waktu yang lama supaya hak narapidana itu diberikan. Alternatif kedua diusulkan Rumah Tahanan sebaiknya Bapas dan Rumah Tahanan ini menjadi satu tim yang kuat untuk melakukan penelitian terhadap narapidana yang berada dalam tahap asimilasi ini. Tetapi dua opsi tersebut ditolak oleh kementerian dan sampai sekarang tidak ada lagi pembicaraan lanjutannya.

Sementara kendala yang dialami dalam proses asimilasi di Rumah Tahanan Negara adalah aturan yang diberlakukan terhadap Rumah Tahanan ini adalah aturan yang sama dengan aturan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya.

Di Rumah Tahanan Negara Klas II A ini konsep pembinaannya adalah memperkerjakan WBP dengan pihak ketiga dan sekaligus membaurkan narapidana sama masyarakat. Karena itu adalah tujuan dari pembinaan tahap lanjutan ini, untuk mempersiapkan narapidana kembali kekehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat. Pada saat narapidana masuk ke Rumah Tahanan ini mereka kaget dan bingung untuk menghadapi tahap lanjutan pembinaan ini. Mereka sering mencurahkan perasaan mereka dan bercerita selama mereka berada di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan .Sehingga dikatakan bahwa petugas Rumah Tahanan merupakan tempat curahan para narapidana. Petugas mendengarkan apa yang mereka ceritakan sebagai langkah awal untuk mereka mengenal jati diri mereka dan lingkungan baru mereka. 

Narapidana yang berada dalam pembinaan ditahapan lanjutan asimilasi ini juga mengalami kendala pada saat mereka belum bisa bekerja pada pihak ketiga. Karena tidak semua mereka bisa mendapatkan hal seperti itu karena harus ada penjamin untuk mereka bisa bekerja pada pihak ketiga. Narapidana yang bekerja pada pihak ketiga ini diberi nasehat oleh petugas supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang bisa mengakibatkan asimilasi mereka dicabut karna tindakan mereka sendiri. Karena pernah terjadi seorang narapidana yang tiba-tiba tidak ada kabar atau melarikan diri.

Pengalaman inilah yang membuat Rumah Tahanan Negara menjaga supaya hal ini tidak terjadi lagi dengan cara sebelum narapidana itu bekerja denga pihak ketiga, Pihak Rumah Tahanan Negara duduk bersama dengan narapidana dan Penjamin untuk membicarakan supaya narapidana menjaga tingkah laku mereka di luar Rumah Tahanan yang bisa saja akan mencabut asimlasi yang diberikan kepada mereka. Kepada penjamin juga dipesankan untuk menjaga dan memperhatikan tindakan narapidana, karena saat mereka bekerja tidak ada pengamanan seperti di dalam Rumah Tahanan , karena pengawasannya bersifat minimum security.

Dari uraian diatas dan dari data yang didapat dilapangan, penulis melihat bahwa seharusnya memang harus ada aturan sendiri untuk Rumah Tahanan yang menerapkan asimilasi ini, karena di Lembaga ini mereka mempersiapkan para narapidananya untuk bisa berbaur dengan masyarakat karena itu adalah sebuah program yang berat. Narapidana yang berada dalam tahap asimilasi ini ini juga merasakan ada ketakutan dalam diri mereka apakah mereka bisa berbaur atau tidak dengan masyarakat serta apakah mereka bisa diterima atau tidak oleh masyarakatnya. Peneliti menganggap ini adalah hal yang wajar karena tidak semua masyarakat yang tahu akan hukum dan tidak semua masyarakat yang mau menerima para narapidana atau bekas narapidana karena masyarakat sudah pasti merasakan ketakutan untuk menerima para narapidana ini.

Dari uraian diatas, maka dapat penulis analisa bahwa pemberian asimilasi terutama asimilasi keluar dengan bekerja pada pihak ketiga, para narapidana harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan yang berlaku. Dan harus ada pihak penjamin yang menjamin mereka selama berada diluar Rumah Tahanan. 

Biasanya pihak penjamin itu adalah orang-orang yang kenal dengan narapidana itu. Untuk dapat mempekerjakan narapidana ini, maka pihak penjamin juga harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Semua ketentuan ini diatur oleh aturan-aturan yang berlaku.

Namun tidak sedikit pihak luar atau masyarakat yang tidak mau mempekerjakan mereka karena dengan alasan mereka adalah seorang narapidana. Padahal banyak factor yang menyebabkan mereka menjadi narapidana, seperti, faktor tekanan ekonomi, faktor politis, faktor mental dan kejiwaan, faktor kurang beruntung, faktor lingkungan yang tidak kondusif dan banyak lagi faktor-faktor lainnya. Maka tidak benar kalau kemudian masyarakat di luar/dunia usaha menganalogikan semua narapidana adalah penjahat. Tetapi mereka harus melihat bahwa seorang narapidana

Adalah manusia yang telah salah jalan, melanggar hukum atau bernasib kurang baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang narapidana pada umumnya dapat berubah perilakunya apabila masyarakat, keluarga, dunia usaha memberikan kesempatan, kepercayaan dan ruang pembuktian diri agar narapidana tersebut menjadi manusia yang seutuhnya, dapat berperan serta secara aktif mengisi pembangunan disegala bidang dengan segala ilmu dan keterampilannya. Karena telah banyak terbukti bagaimana seorang narapidana atau mantan narapidana dapat menjadi manusia yang baik, bahkan menjadi ustad, menjadi pengusaha, selama diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk membuktikannya.

Pada dunia usaha sudah seharusnya memberikan kesempatan yang luas kepada narapidana atau mantan narapidana untuk ikut berpartisipasi kembali dalam memutar roda ekonomi pembangunan. Memberikan stigma negatif bukanlah jalan keluar yang bijaksana, saling menyalahkan atau menyudutkan jugalah bukanlah tindakan yang positif. Seperti sudah dijelaskan diatas, jelas sekali banyak faktor seseorang untuk menjadi narapidana. Dapat dari juga kehilangan pekerjaan, himpitan perekonomian dan lain sebagainya. Tapi juga bisa disebabkan karena dunia usaha yang lesu dan roda pekenomian yang tidak berputar stabil. Untuk itu bagi dunia usaha besar dan telah mempunyai CSR (corporate social responsibility) dapat menggunakannya untuk membantu pemerintah atau RUTAN/Lembaga Pemasyarakatan pada khususnya, untuk dapat melakukan pemberdayaan narapidana atau mantan narapidana dengan cara saling menguntungkan dan mempunyai sifat sosial yang tinggi, sesuai dengan tujuan penggunaan dari CSR tersebut. Jelas sekali terlihat keunggulan-keuanggulan pola perilaku seorang narapidana atau mantan narapidana, dimana pada saat mereka harus kehilangan kebebasannya, tapi masih harus bertanggung jawab kepada keluarganya, tetapi juga harus menjalani berdisiplin hidup di dalam Rumah Tahanan, apabila mereka ingin mendapatkan hak-haknya seperti Remisi, Pembebasan Bersayarat, dan hak-hak lainnya.
C. Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi Pada RUTAN Klas IIA Samarinda Dalam Mencapai Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Pelaksanaan asimilasi pada Rutan Klas II A Samarinda memberikan suatu hal yang berbeda bagi narapidana baik itu dari segi situasi dan kondisi, perlakuan petugas pemasyarakatan maupun bentuk pembinaan yang dijalankan.

Pada Rumah Tahanan Klas II A Samarinda. Narapidana dapat merasakan hal yang berbeda pada waktu mereka masih belum menjalankan program Asimilasi. Suasana pembinaan yang penuh dengan keakraban dan kekeluargaan menyadarkan narapidana bahwa mereka masih memiliki harga diri sebagai manusia bebas sehingga memberikan motivasi dan dorongan bagi narapidana untuk berbuat lebih baik lagi. Kendala yang ada, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan asimilasi pada Rumah Tahanan Klas II A Samarinda efektif untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan.Penerapan substansi hukum yaitu ketentuan mengenai asimilasi sebagai bagian dari penegakan hukum terlihat melalui pelaksanaan program-program pembinaan yang sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan program pembinaan didukung dengan bentuk perlakuan yang baik,dapat menjadikan narapidana kembali menjadi manusia seutuhnya yang memiliki kepribadian yang baik dan 

bekal keterampilan dunia kerja. 

Lingkungan yang terbuka dan menyatu dengan masyarakat merupakan penerapan metode community based corrections yang memberikan manfaat langsung dalam upaya mempersiapkan narapidana untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat setelah bebas. Meskipun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan program pembinaan tersebut, namun tidak memberikan pengaruh yang sangat berarti terhadap tujuan yang ingin dicapai

BAB III
A. Kesimpulan

Narapidana yang sudah dijatuhi vonis oleh hakim akan menjalani pembinaan di Rumah Tahanan Negara. Hal ini dilakukan supaya narapidana tersebut bisa mempersiapkan dirinya untuk kembali kemasyarakat dalam tahap reintegrasi. Prinsip pembinaan ini dilakukan dengan empat komponen penting yaitu pembinaan yang dilakukan oleh diri sendiri, pembinaan dari keluarga, masyarakat dan petugas pemerintah.

Beberapa komponen itu punya fungsi masing-masing. Narapidana sendiri harus mampu merubah dirinya supaya tidak lagi melakukan apa yang sudah dilakukannya. Keluarga merupakan orang-orang yang dekat yang bisa membangkitkan semangat dari narapidana untuk bisa kembali membangun jati dirinya setelah apa yang dilakukannya serta apa yang sudah dia terima. Masyarakat dan petugas pemerintah juga perannya sangat penting dalam pembinaannya, dimana mereka yang akan menghadapi narapidana tersebut didalam Rumah Tahanan Negara maupun di luar Rumah Tahanan Negara
Dari pertanyaan masalah yang dikemukakan di uraian sebelumnya, maka ada tiga kesimpulan yang bisa penulis uraikan yaitu : 

1. Proses Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi 
Pada tahap ketiga dari uraian di atas, narapidana yang sudah menjalani hukuman ½ sampai 2/3, maka dia bisa mendapatkan pembinaan dalam tahap asimilasi. Asimilasi adalah sebuah proses pembinaan dengan cara membaurkan narapidana kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Asimilasi tidaka didapat oleh narapidana begitu saja, karena ada syarat dan proses yang harus dipenuhi oleh narapidana, baik secara substantive maupun administrative. Asimilasi terdiri dari dua macam, yaitu asimilasi kedalam dan asimilasi keluar.

Dari yang penulis dapatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Samarinda, ada beberapa orang yang menjalani proses asimilasi ini. Ada beberapa narapidana mendapatkan asimilasi keluar dengan bekerja di pihak ketiga. Dan narapida yang  mendapatkan asimilasi ke dalam. Proses asimilasi yang mereka dapatkan sesuai dengan aturan dimana mereka sudah memenuhi syarat substantif dan administratif. 

Beberapa narapidana yang bekerja dengan pihak ketiga ini, bisa mendapatkan pekerjaan karena ada jaminan dari pihak ketiga. Pihak penjamin itu  adalah mereka-mereka yang sudah kenal dengan narapidana. Mereka biasanya ada hubungan keluarga dengan narapidana atau bahkan mereka bisa saja bekas majikan tempat mereka dahulu. Penjamin dalam hal ini harus bertanggung jawab sepenuhnya apa yang dilakukan narapidana, karena di Rumah Tahanan Negara ini pengawasannya adalah minimum security. Artinya narapidana yang bekerja tidak akan dikawal oleh petugas Rumah Tahanan. 

Ketika peneliti menanyakan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka tentang pemberian hak-hak yang seharusnya mereka terima, didapat jawaban bahwa hak-hak tersebut mereka terima tanpa memberikan imbalan kepada petugas yang ada di Rumah Tahanan tersebut.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Asimilasi 
Dalam pemberian proses asimilasi ini tidak ada kendala yang begitu besar baik dari petugas Rumah Tahanan maupun narapidana. Narapidana hanya perlu diawasi selama dalam tahap asimilasi.  Untuk mendapatkan pembinaan dalam tahap asimilasi ini, narapidana harus memenuhi syarat-syarat substantif dan administratif seperti yang diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 

Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan anak pidana adalah : 

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana, 

2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif, 

3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat, 

4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, 

5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin. 

Sedangkan persyartan administratifnya diatur dalam Pasal 7 dari butir a sampai butir g. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh narapidana atau anak didik permasyarakatan adalah : 

1. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis), 

2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan; 

3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan, 

4. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau kepala Rutan 

5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala RUTAN, 

6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan anak didik pemasyarkatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnyaa Lurah atau Kepala Desa. 

7. Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :

a. Surat jaminan dari Kedutaan besar/ konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa narpidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat; 

b. Surat keterangan dari Kepala kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan 

 Kemudian tata cara pemberian asimilasi juga melalui prosedur yang panjang dan lama, sehingga banyak narapidana yang malas untuk mengurusnya. Tata cara tersebut diatur dalam Pasal 11 Peraturan menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.2.PK.04-10 tahun 2007. 

Disamping itu, banyak narapidana yang tidak dapat bekerja pada pihak ke-III dikarenakan tidak adanya penjamin bagi mereka. Dan tidak jarang juga masyarakat menganggap Narapidana adalah orang jahat.

3.  Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Muncul Dalam Pelaksanaannya 
Untuk mengatasi kendala diatas, maka pihak Rumah Tahanan punya kebijakan sendiri tentang pelaksanaan asimiasi bagi  Narapidana. Sementara itu, untuk meyakinkan masyarakat bahwa seorang Narapidana adalah manusia yang telah salah jalan, melanggar hukum atau bernasib kurang baik. Untuk merubah hal tersebut, masyarakat, keluarga dan dunia usaha dapat memberikan kesempatan, kepercayaan dan ruang pembuktian diri agar narapidana tersebut menjadi manusia yang seutuhnya, dapat berperan serta secara aktif mengisi pembangunan disegala bidang dengan segala ilmu dan keterampilannya. Karena telah banyak terbukti bagaimana seorang narapidana atau mantan narapidana dapat menjadi manusia yang baik, bahkan menjadi ustad, menjadi pengusaha, selama diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk membuktikannya. 

Pada dunia usaha sudah seharusnya memberikan kesempatan yang luas kepada narapidana atau mantan narapidana untuk ikut berpartisipasi kembali dalam memutar roda ekonomi pembangunan. Memberikan stigma negatif bukanlah jalan keluar yang bijaksana, saling menyalahkan atau menyudutkan jugalah bukanlah tindakan yang positif. Seperti sudah dijelaskan diatas, jelas sekali banyak faktor seseorang untuk menjadi narapidana. Dapat dari juga kehilangan pekerjaan, himpitan perekonomian dan lain sebagainya.

Tapi juga bisa disebabkan karena dunia usaha yang lesu dan roda pekenomian yang tidak berputar stabil. Jelas sekali terlihat keunggulan-keuanggulan pola perilaku seorang narapidana atau mantan narapidana, dimana pada saat mereka harus kehilangan kebebasannya, tapi masih harus bertanggung jawab kepada keluarganya, tetapi juga harus menjalani berdisiplin hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan, apabila mereka ingin mendapatkan hak-haknya seperti Remisi, Pembebasan Bersayarat, dan hak-hak lainnya. Hal-hal tersebut akan dapat merubah seorang narapidana atau mantan narapidana menjadi pribadi yang tangguh, dan tidak ingin mengulangi kesalahannya kembali. Maka penulis dapat melihat kalau dalam hal ini dunia usaha harus berani mecoba dan membuktikan bahwa stigma negative terhadap narapidana itu tidak benar.
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